


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

5. Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU . Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan
Kartu Identitas Anak Tahun 2017.

KEDUA . Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan
Kartu Identitas Anak Tahun 2017 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ni.

KETIGA . Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Penerbitan
Kartu Identitas Anak Tahun 2017 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, ditetapkan dengan ketentuan sbb :

a. penerbitan dilakukan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, dan
masing-masing provinsi diwakili oleh sekurang kurangnya
1 (satu) Kabupaten/Kota yang cakupan Akta Kelahirannya
tertinggi di Provinsi tersebut;

b. kabupaten/kota tersebut telah memiliki cakupan akta
kelahiran lebih dari 83 % (delapan puluh tiga) dengan
menggunakan aplikasi SIAK;

c. dalam hal cakupan akta kelahiran di kabupaten/kota
tidak mencapai angka 83 % (delapan puluh tiga)
sebagaimana huruf b, ditetapkan berdasarkan angka
cakupan tertinggi prosentase akta kelahiran dengan

menggunakan aplikasi SIAK.









